BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
1. Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti
dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi pada
pengembangan RTH Publik Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a) Pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi
Pelaksanaan pengendalian pemanfataan ruang melalui peraturan zonasi
sudah dilakukan sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang wilayah kota
malang. RTRW Kota Malang telah menetapkan tentang rencana sktuktur
ruang dan pola ruang yang yang akan dicapai dalam waktu 30 tahun. Dalam
hal peraturan zonasi, telah ditetapkan zona dan sub zona yang pada setiap
blok yang memiliki ketentuan penggunaan lahan yang berbeda beda, serta
dilengkapi dengan peta pada pada setiap pembagian badan wilayah perkotaa
(BWP) dengan tingkat ketelitian peta yang lebih dalam (1:5000).
Pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi dilaksanakan
dengan pemberian izin bangunan, dimana setiap pemohon yang ingin
melaksanakan pembangunan di Kota Malang harus merujuk pada peraturan

zonasi yang telah ditetapkan.
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b) Pengembangan RTH Publik Kota Malang melalui Peraturan

Zonasi

Berdasarkan dengan undang-undang penataan ruang pasal 28 dan 29
menyebutkan bahwa, dalam pelaksanaan penataan ruang kota harus
menyediakan RTH Publik minimal 20% dari luas wilayah Kota.
Pengembangan RTH Publik melalui peraturan zonasi di kota malang telah
meningkatkan persediaan RTH Publik 15% pada tahun 2017, yang
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2013) sebesar 13%. Dalam
RTRW Kota Malang target RTH Publik yang akan dicapai samai pada tahun
2030 sebesar 23%. Pemerintah Kota Malang masih pekerjaan rumah sebesar
8%, agar penyediaan RTH Publik dapat terpenuhi sesuai target dari RTRW
Kota Malang. Masih banyaknya lahan kosong yang belum dikembangkan

dalam penyediaan RTH Publik menjadi salah satu faktor pemnghambat.

Keterbatasan dana dalam penyediaan RTH Publik menjadi salah satu
penghambat yang menyebabkan masih banyaknya lahan kosong yang
belum dikembangkan sebagai RTH publik. Maka dari itu pelaksanaan
pengembangan RTH Publik Kota Malang dilaksanakan dengan melibatkan
pihak swasta dalam pelaksanaanya. Terbukti bahwa dalam jangka waktu 6
tahun (2011-2017) sudah terdapat beberapa RTH Publik (Taman, Hutan
Kota, Jalur Hijau) yang dalam pengembanganya mendapat bantuan dari
pihak swasta. Hal ini manjadi salah satu faktor pendukung dalam

pelaksanaan pengembangan RTH Publik Kota Malang. Namun dalam setiap
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pelaksanaanya, setiap pembangunan RTH Publik harus mengikuti arahan

dari rencana tata ruang dan peraturan zonasi Kota Malang.

Faktor Pendukung dan Penghambat pengendalian pemanfaatan ruang

melalui peraturan zonasi dalam pengembangan RTH Publik Kota

Malang.

a)

b)

Faktor Pendukung

Adanya peraturan daerah RTRW Kota Malang menjadi penguat dalam
pelaksanaan  pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal
pengembangan RTH Publik, adanya peraturan zonasi yang mengatur
tentang penggunaan lahan pada setiap zona menjadi penguat dalam
pelaksanaanya. Selain itu, Kketerlibatan pihak swasta dalam
pengembangan RTH Publik juga tak luput dari faktor pendukung
pengembangan RTH Publik Kota Malang.

Faktor Penghambat

Masih terhambatnya proses legislasi rencana detail tata ruang oleh
DPRD Kota Malang menjadi salah satu faktor penghambat. Dalam hal
pengembangan RTH Publik, masih banyaknya lahan kosong yang sudah
ditetapkan sebagai zona RTH Publik namun belom dilaksanakan

pembangunanya.
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B. SARAN

Penataan ruang merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai suatu proses,
pengendalian pemanfaatan ruang adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam
pelaksanaan penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah adalah upaya
yang dilakukan untuk mewujudkan tertib ruang yang dilaksanakan dengan
instrument peraturan zonasi, perizinan, pemberian intensif dan diintensif serta
pengenaan sanksi. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 dan 29 undang-
undang penataan ruang bahwa, dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota
harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota. Tidak
jarang pelaksanaan tata ruang wilayah kota di Indonesia belum mampu mencapai
target 30%. Tak terkecuali dengan kota malang yang sampai saat ini penyediaan
RTH masih sebesar 20%. Maka dari itu pengendalian pemanfaatan ruang melalui
peraturan zonasi dilakukan dalam upaya untuk menyediakan ruang terbuka hijau
khususnya RTH Publik sebesar 20%. Berdasarkan hasil penelitian ini, masih
terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengembangan RTH Publik
melalui peratiuran zonasi. Maka dari itu peneliti memberikan sedikit saran agar
dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan RTH

Publik Kota Malang sebagai berikut :

1. Rencana tata ruang wilayah kota malang yang sudah dituang dalam
PERDA Kota Malang No 4 tahun 2011 sudah dapat dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan penataan ruang. Namun, RTRW tidak masih belum bisa

menjadi penguat dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal
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ini dikarenakan rencana tata ruang yang masih bersifat umum, hanya
berdasarkan pada rencana sktruktur dan pola ruang. Dan dalam pemberian
izin sifatnya tidak begitu detail dibandingkan rencana detail tata ruang
(RDTR). Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah daerah kota malang,
khususnya DPRD kota malang untuk segera mengesahkan perda RDTR
agar pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai kekuatan
hokum yang kuat. Dan juga RDTR yang mengatur pembangian pada setiap
wilayah dan arahan pengembanganya. Dan peraturan zonasi
disosialisasikan kepada masyarakat agar keterbukaan informasi publik
tentang penataan ruang wilayah kota malah dapat diketahui oleh semua
pemangku kepentingan (stakeholder)

Pengembangan RTH Publik melalui peraturan zonasi mengatur tentang
pentetapan zona pada setiap wilayah. Peraturan zonasi kota malang juga
telah mengatur tentang ketentuan dari setiap zona dan sub zona RTH terkait
dengan penggunaan lahan dan penyediaan sarana dan prasarana.
Pengembangan RTH Publik juga dilaksanakan dengan keterlibatan swasta.
Hal ini sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah daerah kota malang.
Namun Kketerlibatan masyarakat perlu ditingkatkan kembali dalam
pengembangan RTH Publik Kota Malang. Karena dengan keterlibatan
masyakat maka penyelenggaraan penataan ruang akan berjalan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan.



